
 

 

 

 
 
  
 

BUPATI PENAJAM PASER UTARA 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA 

NOMOR 1 TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA 

TAHUN ANGGARAN 2017 
 
 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 
 
 

BUPATI PENAJAM PASER UTARA, 
 
 

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal  315 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) bersama Bupati Penajam Paser Utara telah 
menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur 
Nomor 903/445/078-III/BPKAD tentang Hasil Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser 
Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati 
Penajam Paser Utara tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

   b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 tidak 
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi; 

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017; 

 
Mengingat :   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851);  



 - 2 -

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4182); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), 
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga atas  Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 
laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5104); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
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Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 525); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan Berbasis 
Akrual Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2017  (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 874); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 
Tahun 2009 Nomor 12);  

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA 

dan 
BUPATI PENAJAM PASER UTARA 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan     :  PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER 
UTARA TAHUN ANGGARAN 2017. 

 
 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai 
berikut: 
1.  Pendapatan Daerah Rp. 1.143.282.114.230,00- 
2.  Belanja Daerah Rp. 1.629.220.637.000,00- (-) 
                                               Surplus/(Defisit) Rp.  (485.938.522.770,00),- 
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3.  Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan         Rp. 498.167.577.875,00 
b. Pengeluaran        Rp.   12.229.055.105,00 

 Pembiayaan Netto  Rp.  485.938.522.770,00- (-) 

Sisa Lebih Tahun Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan  Rp. 0,- 
 
 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 125.700.800.000,- 
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 863.915.588.000,- 
c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 153.665.726.230,- 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri 
dari jenis pendapatan: 
a. Pajak daerah sejumlah Rp. 35.019.924.500,- 
b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 14.408.478.437,- 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 

3.367.000.000,- 
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 72.905.397.063,- 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari 
jenis pendapatan: 
a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak sejumlah Rp. 459.898.063.000,-; 
b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 257.326.629.000,-; 
c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 103.174.985.000,-; 
d. Dana Insentif Daerah sejumlah Rp. 43.515.911.000,-. 

(4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, terdiri dari jenis pendapatan: 
a. Hibah sejumlah Rp.0,-; 
b. Dana Bantuan Sosial sejumlah Rp. 0,-; 
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah dari Provinsi Rp. 92.727.873.000,-; 
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 27.736.025.000,-; 
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya 

sejumlah Rp. 33.201.828.230,-. 
 

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 542.196.495.486,-; 
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 1.087.024.141.514-; 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari 
jenis belanja: 
a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 412.938.072.854,- 
b. Belanja hibah sejumlah Rp. Rp. 43.455.698.753,- 
c. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp.750.000.000,- 
d. Belanja bagi hasil sejumlah Rp,0- 
e. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 83.529.406.921,- 
f. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1.523.316.958,- 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis 
belanja: 
a. Belanja pegawai sejumlah Rp.  103.149.788.852,- 
b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 290.101.736.194,- 
c. Belanja modal sejumlah Rp. 693.772.616.468,- 
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Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 
a. Penerimaan sejumlah Rp.  498.167.577.875,- 
b. Pengeluaran sejumlah Rp.  12.229.055.105,- 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis 
pembiayaan: 
a. Sisa  Lebih  Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya 

(SILPA) sejumlah  Rp.  150.000.000.000,- 
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,- 
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,- 
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 348.167.577.875,- 
e. Penerimaan Kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,- 
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,- 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis    
pembiayaan: 
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,- 
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah 

Rp.4.500.000.000,- 
c. Pembayaran bunga pokok pinjaman  sejumlah Rp.7.729.055.105,- 
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,- 

 
 
 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 
Lampiran  I Ringkasan APBD 
Lampiran  II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi; 
Lampiran  III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
Lampiran  IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program dan Kegiatan; 
Lampiran  V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah; 

Lampiran  VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
Lampiran  VII Daftar Piutang Daerah 
Lampiran  VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 
Lampiran  IX Daftar perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 

Daerah; 
Lampiran  X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; 
Lampiran  XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang 

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun 
anggaran ini; 

Lampiran  XII Daftar dana cadangan daerah; dan 
Lampiran  XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. 
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Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 

 

 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

 

 
Ditetapkan di Penajam 
pada tanggal  7 Pebruari 2017   

 
BUPATI PENAJAM PASER UTARA, 

 
 

Ttd 
 

YUSRAN ASPAR 
 
Diundangkan di Penajam  
pada tanggal  7 Pebruari 2017 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, 

 
   Ttd 

 
 

TOHAR 
 
 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 1. 

 

 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 1/8/2017.  


